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ASSESSMENT CEN?'RS SEBAG{ STRATEGI REFORMT\SI
PENEMPATAN PEGAWAI DI KALIMANTAN TIMUR

Fajar Apriani

Faleritas llnru Sosial dm llnru Polnik. Universit6 Mulawedan, Samainda

. 
e-dait: taniefajar@yahoo.con

Abnrack: Ars€ssmetrt CeDters as Employee Repositiotritrg Stmte$/ ir [asf Kalimantrn. Some
human.esourqes problcN emcreed in the gov€ment buraumry that civil servanl .nan!gf. r

eenemrlydoe-inoirunase.,pefled.anonerhen"^asedrsDiriroldlgenumbe'oli-srtu
magnitude numbq ofcivil seRant with high groqlh rates ftom year to year, a lower qualir) l

discrepencies ofcompelence lhai owned. placement ero. dd ,ack ofa career pa!h, to the lack of
dependable competitiveDess to facing globaliation- Thus emp,oyment conditions indeed insepdable
nom the recruitment policy in lhe past. where lhe hume resources m.nagement colored by politics.
The government ar that time, requles employes because dJiven by the desir€ 10 muhipiys thc
numbe. of employees to buih and unhold the powd of the polilical authoriti$- The curenl
,sov€ment bu€ulrey should make changes in humrn rdouc€s mmgeme.t or .epositioning n:,

fn the demands of refom thal weted a egalitdie& delnocid.l;c, slender, ampetencs oriented ed
pay attent;on to maket bureauc€tic institution arrangemen!, through assessme centec applicatio!,
in employees placement.

Xe]f,ords: Aisessment cenrers. employee repositionine, buercaucmcy, hunran resources
managemeat relom

{bstnlc' ,4$esrh?n/ Car?,s sebggai Stmlegi R.form3si Penempatan Pega*ai di Kalimaltatr
Ti6ur. Sejumlah permasalahan SDM muncul dalafl bi.okmsipemeri aL bahwa mamjemen PNS
pada umunmya tidak berjalan sebagaimsa mesti.ya, diadaranya masih banyaknya senmsa!
memp€rb6ar jumlah instansi, besamya jumlah PNS densd tingkat p€rtumbuhan yang tinggi dar.
tahun ke tahuq rendahnya kualitas dan kdidaks€suaian kompetensi yang dimilih, kesalahan
peremparan dan ketidaljelasan jaluJ keier yang dapat ditempuh hingga tidal adanya daya saing
yang bisa diandalkan dalafl menghadapi giobalisasi. Kondisi kepegawaian yang demikian itu
s.su8auhry€ tidak dapat dipisank& d&i kebijakan penerima.n peeawai di masa lalu dimana proses
p6ar@ kepegawian beyak diwenai ol€h aroma politik. Pemerirtzh di masa itu membunrhkan
p€sawi kdem didorons oleh keinsina untuk memperbanyak junlah ag& semakin b yak pegawai
ya4 daFr dibina untuk mendukung kekualan golongan politik yang berkuasa. Bnokasi pemerintah
saat hi ha.as mektu-ko perubahan dalam penataan sumberdaya apar?nJJ arat rcposirioninB, agat
sesuai dengan tmlutan reformasi yang menginsinkm pengaturdn lembaga birokrasi yang egalituiaq
denokralis, runping, b€rorientasi pada kompetensi dan memerhatkan peran pas€r, nelalui pen€Epan
}sesnent Cenlers dalm penempato pegawai.

Kria ku trci: ,-1$ersae,r ce,rem, penempale pesawai birokrai, refomasi mmjemen sumberdaya
mdusia

PENDAHULUAN

Secara singkat, permasalahan yang

dihadapi birokrasi pemerintah 5aat ini

menurut Thoha (2010) ialan : (a)

kelembagaan birokrasi pemerintah yang

besar dan didukung oleh sumberdaya

apa.atur yang kurang profesional, (b)

mekanisme kerja yang sentralistik masih

mewamai kinerja birokrasi pemerintah, (c)

kontrol terhadap birokrasi pemerintah masih

dilakukan oleh pemerintah, untuk pemerintah

dan dari pemerintah, (d) patron-klien (KKN)
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daiam birokEsi pem.rintah merupekan

halangan lcrhadap upaya mcwujudkan

meritokmsi dalam birokrasi. (e) tidak jelas

dan bahlan cenderung tidak ada sense oJ

accounlability, baik secara kelembagaan

maupun secam inditidual, (f) .jabatan

birokrasi yang hanya menampung jabatan

stxktural dan pengisiann)? seringkali tidak

berdasarkan kompetensi yang dibutuhken,

(g) penatMn suorberdaya aparatur tidak

disesuaikan dengan kebutuhan dan penataan

kelembagaan birokBsi.

Selain itu, masih banyak persoalan-

persoaldn yang limbur d.jlan biroknsi

pemerintah, ierkait dengan SDM yairu

bahwa manajemen PNS pada umumnya tidak

berjalan sebagaimana mestinya- Diantamnya

masih baryaknya semangat memperbesar

jumlah instansi, besamya jumlah PNS

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari

tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan

ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki,

kesalahan penempatan dan ketidakjelasan

jalur karier )ang dapat ditempuh, hingga

tidak adanya daya saing Yang bisa

diandalkan dalam menghddapi globalisa.i.

Besamya jumlalr PNS di Indon€sia telai

mendorong pemerintah untuk merencanakan

suatu kebijakan mengenai Penempan

rasionalis€si P\S, dengan tujuan

mengoplimalkan kineria birokrasi

pemerintah sehingga setiap instansi akan

ditempti oleh PNS yang berkompeten-

Penataan PNS tersebut meruPakan

konsekuensi teknis Peraturan Femerintah

Nomor 8 Tahun 2003.-l-erkail dengan hal

tersebul, Depuli Vl Bidang Pelayanan Publik

Kementrian Negara Pendayaqunaan AParatur

Negarq Prapto Hadi, mengalakan bahwa

kinerja PNS yang tidak maksimal disebabkan

oleh salahnya penempatan- Kompeiensi PNS

yang tidak sesuai deDgan bidang yang

dilayani berimbas pada buruknya pelayanan

kepada masyarakat. Jumlah PNS di

lndonesia sebanyak 4,1 juta orang, han)z

sekitar 40yo yang kinerjanya dinilai baik.

Selain karena kelemahan manajemen

kepegawaian akibat perubahan kelembagaan

dalam birok.asi yang sering terjadi, salah

satu penyebab lainnya adalah keterbatasan

kemampual PNS Indonesia Yang 75oA

merupakan lulu$n SLTA.

Semenjak berlakunya Undang_undang

Nomor 12 Tahun 2008, maka Penataan

sumberdaya aparalur pemerintah mengalami

banyak perubahan. Persoalan demi persoalan

mulai dibenahi, narnun kartna banyak dan

kompleksnya penoalan di bidang

kepegawaian, maka pemecahan m&salah

kepegawaian terkesan agak lambat.

Banyaknya jumlah pegawai yang tidak

produktif, dan didukung oleh kualitas yang

kurang memadai, maka profesionalisme

apamtur di birokrxi pemerintahan dinilai

banyak yang tidak kompeten.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas di

bidang pemerintahan secara ideal itulah,

maka diperlukan manajemen PNS secara
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Mgas di

ri itulah.

i secara

- .::trf,r?si pemerintah merupakan

, . -i dalam birokrasi, (e) tidak jelas

-. ::.::n cenderung tidak ada se,se o/

. -.: ..:liry, baik secara kelembagaan

r,- :ecam individuai, (0 jabaran

' .-rr \ang hanya menampung jabatan

--.',-. Jan pengisiannya seringkali ridak

- :_::.:::irn konipetensi yang d;butuhkan,

- ria::aan sumberdaya aparatur tidak

: .:r-::.::n dengan kebutuhan dan penaiaan

. :-:: :-an birokmsi-

::.r:il itu, masih banyak persoalar-

r I3ng timbul dala.n bir"lra.i

, : :::h. te.keit dengan SDM yaitu

_._ -: :::lajemen PNS pada umumnya tidak

: i 1: sebagaimafla mestinya. DiantaranF

-:, : oanyakaya s€mangal memperbesar

- 1 instansi, besamya jumlah PNS

:. :r iingkat peftumbuhan yang tinggi dari

----: ke taiun, .endahnya kualitas dan

..:::3-tr<esuaian kompetensi yang dimiliki,

. :s.-3han penempatan dan ketidakjelasan

. -: karier yang dapat ditempuh, hingga

::. "d"nya da," 'aing yang bisa

.-. , 1rn dalam menghadapi globalisasi.

3.:amyajumlah PNS di Indonesia telal

.::omng pemerintah untuk merencanakan

i -.i---l kebijakan mengenai penempan

--:: iralis.si PNS, dengan tujuan

konsekuensi teknis Pe.aturan Fem':rillrh

Nomor 8 Tahun 2003. Terkait dengin h.l

tcr .hur. Deputi \4 Bidanq PelalJnan T-

Kementrian Negara Penda),agunaan Aparai j:-

Negara- Prapto Hadi, mengatakan bahwa

kineri: PNS yang tidak maksimal disebabkan

oieh salahnya penempatan. KompeteNi PNS

lang lidak sesuai dengan bidang yung

dila)ani berimbas pada buruknya pelayanarl

kepada masyaral<at. Jumlah PNS di

lndonesia sebanyak 4,1 juta orang, hanya

sekitar .10% yang kinerjanya dinilai baik.

Selain karena kelemahan manajemen

kepegawaian akibat perubahan kelembagaan

dalam birokmsi yang sering terjadi, salah

satu penyebab lainnya adalah keterbatasan

kemampuan PNS Indonesia yang 15o/o

merupakan lulusan SLTA.

Semenjak berlakunya Undang-undang

Nomor 12 Tatrun 2008, maka penataari

sumberdala apamfu r pemerintah mengalarn.

banyak perubahan. PeEoalan demi persoalan

mulai dibenahi, namun karena banyak dait

kompleksnya persoalan di bidanE,

kepegawaian, maka pemecahan masalah

kepegawaian terkesan agak lambat.

Banyaknya jumlah pegawai yang tidak

produkif, dan didukung oleh kualitas yang

ku.ane m.madai. maka prcfesionalisme

apamtur di birokrasi pemerintahan dinilai

banyak yang tidak kompeten-

Dalam rangka penyelenggaraan tugas di

bidang pemerintahan secara ideal itulah,

maka diperlukan manajem€n PNS secara

kinerja bi.okmsi

:::::rintah sehingga setiap instansi akan

::.:rpati oleh PNS yang berkompeten.

i:- -i:3n PNS tersebut mempakan
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benar. Sebagaimana yang t€rtuang dalam

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Pokok-pokok (epegawaian Bab I

Pael I Alal 8, manajemen PNS adalah

keseluruhan upaya - upaya unhrk

meningkatkan efisiensi, efekivitas dan

derajat profesionalisme penyelenggaman

lugar fungti d9n ke*ajiban kepeea\raran'

yanB neliputi perencanaan! pengadaan,

pengembangan kualitas, penempatan.

promosi, penggajian, kesejahteraan dan

pemberhentian.

Untuk itu maka ditemPkan norma,

standar dan prosedur yang seragam dalam

penetapan formasi, pengadaan,

pengembangan, penempatan, penetapan gajl

dan program kesejahteraan serta

pemberhentian yang merupakan tlnsur dalam

manajemen PNS, baik PNS Pusat maupun

PNS Daerah. Diharapkan dari adanya

kesemgamafl lersebut, akan dapat diciptakan

kualitas PNS yang juga seragam di seluruh

lodonesia, disamPing mewujudkan

kesemgaman perlakuan dan jaminan

kepastian hukum bagi seluruh PNS.

Sejak Otonomi Daerah dimulai Pada

rdhun lqgo, dibentuk Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) yang memiliki tugas

men)elenggaralan adminisrasi kepegawaian

pemerintah daerah, baik di pemerintal

daerah labupalen / kola maupun provinsi.

meliput; proses relrutmen hingga pen\iun

PNS, yang pembentukannya berdasarkan

Peraturan Daerah masing-masin g.

- Sebagaimana di Indonesia secam umum,

rnon{cmcn l'\5 di Nalim!ntdn linur iJ!l
belum sepenuhnya menggunakan dasaa-a1.r.'jal

pengelolaan PNS, terutama penerci-iilar

pegawai atas dasar tahapan seleksi

berdasarkan merit sysletfi secara oPtimal

(!itriyanti, 2011). Diantamlrya penekanan

dasar penilaian penempatan pegawai yanl

neruiuk pada a(pek prikologi. oega\"

yang meliputi aspek afektif, kognitif d,r

konatii, yang dikenal dengan istilal

penilaian seleksi pegawai melalui metodt

Assessment Center. AdaPun dimeas

psikologis yang akan diukur dari individr

pegawai tergantung Pada job requiremen

yang ada.

Metode lr.teirnenr Center Yant

dimaksud, hingga saat ini baru diterapkan d

beberapa wilayah tertentu, dianta.anya DK

Jakarta, tepatnya Pada Pemerintal

Kotamadya Jakarta Selatan melalu

pelaksanaan psikotest dalj,fit and Proryr tet

melalui kerjasama dengan Fakultas Psik."!.;

Universitas Indonesi4 serta Dl Yogynkai;

dan Provinsi Jawa Tengah, walau belur

secara menYeluruh.

Melode Assessfient Center bagi penul

merupakan salah satu alterBatif penerapa

sistem seleksi peflempatan pegawai yan

lebih /air, dan dapat meminimalisir unsr

:ublekrivitas pimpinan yang selama ir

kental mempengaruhi indikator penilaie

penempatan pegawai yang amat jauh da

prinsip profesronalisme Dag; orEranis'
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i indavidu
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:enpkal di

ra.n1a DK1

Prmerintah

melllui

s Psir .l

! ogl,.-.ir r

r-au belum

ngi penulis

'Peneaapail

Bwai yang

alisir unsur

=elama ini

r penilaian

r: Jauh dari

organi5asi

_ . S::3n,lkan kebutuhan publik saat ini

' _ .::::.:r i:eca.a adalah the right ndn an

' :.:: .lice secaru ideal. yang salah

-.. :rt3i diwakili oleh ketepatan

-:.:::r.: 
^Esawai 

untuk sualu jabatan

- : - :-::rnra.

- -\ r.l- .N pl STAXA

: ,::::.:--:n Pegarvai dalam Jabatan

: . ::-:: pree*:i neseri dr lndones;"

- r- ::_::n dilakanakan berda-sarkan

:_ _: r :.aisjonaiisme sesuai dengan

. -:r::1.:. D..srasi kerja dan jenjang

- -- r;: rr.: direrapkan untuk jebatan itu

: :.:..-. j.iis kelamin, suku, agama, ras

-- r :::r] s:bagaimana tertuang dalam

:-: i--.:.nq \omor 43 Tahun 1999.

.: -:. i.riD3da penerapan prinsip

:-_::: _- :.:r:r3i dua isu penting yang harus

: :.- -.:) .co_ang pimpinan organrsast

-.-: .::l penempatan p€gawai untuk

-::r,: s:lkur organisasi yang sudah

- -'j :-. Ledua isu penLing itu

.: -uqj ol(h Thoha t2010) yakni : isu

-_-i -,-- 3ialah menyangkut pemiiihan
_; ---; ..4n9 tepar untul' mengisi po:isi-

:,::i. :r:: 3da dalam organisasi serta unit-

-:: ..Li ada di dalamnya. Untuk

-:_:.-::i: kompeiensi yang dibutuhkan

::- =::: -losisi yang harus diemban oleh

:.::-- i :e2a\\ai atau omng-omng yang

':'--:-:-.-: jabatan struktural maupun

---- :a:. :anentu, maka prosedur yang

harus -ditempuh adalah meialui analisis

jabalan. Isu,te.lra adalah menyanqkut beban

kerja yang harus dipikul oleh orang orang

yang ditempatkan pada organisasi tersebut.

Ini menyangkut jumlah pegawai yang harus

direkrut alau diremparksn p"da ma.ing

masing bagian organisasi agar tugas pokok

dan fungsi dari suatu organisasi dapai

dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, maka

pimpinan organisasi yang baik harus dapat

mengetalui beban kerja yang harus

dilal(analan oleh masing-masing peg:uai

yang dapat diketahui melalui analisis beban

kerja.

Dengan Jemik:.rn. penenpaLnr pega$a:

pada lormasi strullur organisasi yang telah

terbentuk seharusnya dilakukan dengan

mendasarkan pe(imbangan penempatan atas

kompetensi pegawai dan beban kerjanya.

Kompetensi akan melahirkan

profesionalisme dalam pelaksanaan tugas,

sedangkan pengukumn beban kerja akan

melahirkan identifikasi mengenai kondisi

keseimbangan kerja pegawai. pada

prosesny4 maka pimpinan organisasi harus

'nendasar(an kebijakan penempalan pegawa;

yang diambilnya melalui mekanisme anatisis

jabatan dan analisis beban kerja.

Pimpinan organisasi yang melakukan

anali.i. iabaran atlu job analysis.

mengumpulkan data / informasi yang

menyangkut tentang suatu jabatan untuk

menetapkan uraian jabatan dan persyaratan

jabatan. Sehingga kegiatan analisis jabatan
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akan menghasilken uraian jabalan atau ./oD pemberhenlian dalam dan dari jabatan serta

descriptio dan persyamtan jabatan atauiob pengangkatan dalam pangkai' d'bentuk

speciJication- Badan Pertimbangan Jabalan dan

Melalui job description. pegawai akan Kepangkatan (Baperjakat) untuk Pegawai

memahami bagaimana melaksana- kan suatu

pekerjaan atas jabatanny4 bagaimana pula

wewenang, tanggung- jawab dan resiko

daripada jabatry atau pekerjaannya itu'

Sedangkan job sPecifcatian aken

menguraikan secara jelas sejumleh syarat

yang diperlukan bagi seomng pegawai yang

akan melaksanakan suatu jabatan atau

pekerjaan.

Penempatan pegawal yang

menggunakan mekanisme analisis jabatan

akan menetapkan dasar_dasar aasional yang

obyektil dalam kegiatan penempatan'tu

sehingga tercipta penataan jabatan dengan

baik dan alur kerja organisasi pun akan

rerbenahi. Disamping itu. penilaian presla'i

kerja akan mudah dilaksanakan karena

adanla standar-standar yang realistik'

Kebutuhan SDM di waku yang akan datang

pun akan dapat direncanakan, haik

kebutuhan pegawai lama akan

penyelenggaraan usaha_usaha Pengembangan

termasuk pola pengembangan sistem

kariemya- maupun keburuhan organisa'i

akan pegawaibaru.

Dala.rn implementasi di lndonesia.

berdasarkan Undang_undang Nomor 43

Tahun 1999, dalam rangka membaotu

pejabat yang berwenang untuk mewujudkan

objekivitas pengangkatan, pemindahan dan

Negeri.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

162 Tahun 1999 (dalam Thoha,2010) tugas

pokok Baperjakat adalah memberikan

pcninlbengan kepada peiaoal pemhi"l

kepegawaian dalam Pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian dalam dan

dari jabatan struktuml eselon II ke bawah,

memberikan pefl imbangan dalam pembcrian

kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki

jabatan skuktural yang menunjukkan prestasi

keria yang luar biasa baiknya, menemukan

penemuan baru yang bermanfaat bagi negam

dan pe(imbangan perpanjangan usia pen\iun

bagi PNS yang menduduki jabatao strul'tural

eselon Ii ke bawah.

Pelaksanaan penempatan pegawai pada

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur yaflg meliputi promosi, mutasi dan

demosi hingga saat ini adalah dilakukan olel

Gubemur selaku Pejabat Pembinz

Kepegawaian Daerah, Yang memPunya

kewenangan untuk mengangkat

memindahkan dan memberhentikan pegawai

Kriteria untuk promosi pegawai adalal

DUK usia, pendidikan dan Pelatihal

jabatan, pengalaman Yang dimilik

kompetensi dan sikap kerja. Untuk kriteri

mutasi yaitu pendidikan, keahlian da

ketemmpilan yang dimiliki yang dibutuhka
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r

::enluk

, ilan

:'aia\Yai

berusaha

arengidcntifikasi beberapa pelunjuk

ientang kemampuan manajenal sebelum

rengambilan keputusan promosi (fhorton

r3n Byham. 1982).

.\da berbagai dimensi yang diukur

.i:.t1 Assessne t Center.g yang bergantung

..:r tujuan evaluasi. Dimensi seperti

..::rampilan hubungan antarpribadi,

.::xnpuan berkomunikasi, krmtivitas,

. . :rmpil.r pen ecal'3n _na$lah. tolerdn<i

.::lap tekanan dan ambiguity, scrta

.::::rpuan merencanakan merupakan

r:.i..si yang umum dinilai (Gibson,

. - .e\ ich dan Donneiy, 1985).

Sehingga lssessment Centers dapat

-.--\-r 5ebagai alar ,eleksi )ang /d/r.
.:::: proses seleksi didasarkan pada slandar

.:-petensi tertentu dan bukarulya

:::;aserkan hubungan-hubungan tertentu

:i:.;ii nepotisme, klik alumni maupun

:::rordialisme. Standar kompetensi yang

-:\ Ld )airu.tandar kesiapan psikologis

:::.*ai terhadap jabatan bam, terdiri dari

,.::i kogritif, afektif dan konatif, termasuk

-.. inenilai dimensi perilaku. Melalui

': -:..:h aspek peniiaian tersebut, pam

:,:::riai akan dinilai perilakunya untuk

-: .::! kemainpuan taoggungjawab yang dia

.r di masa depan. Dimensi kognitif dari

.: -:. kemampuan meliputi pengetahuan,

:: -3ri dan sebagainya yang terkait

.lJse,rJzeri Centers

mencntukan calon yeng sesuai bagr

' -\erl.llJr b.ln. it r co: 
"_n 

o.promo'i,

dengan pelaksanaan tusasnva. Dlmensi

albkif berkailan dcngan motivasi dan

keinginan untuk mensgunakan penEetahuatl

dan pemahaman yane dia miliki iLt.

Sedangkan dirnensi konatif berhubuogan

dengan ketemmpilan 
_v- 

ang diperlukan dalam

pelalsan.-ar rue",-ru-r. Dt,ncn"i p.ikologrs

itu akan mcmpengaruhi dirnensi perilakuul,a,

yangjuga dinilai di dalam a$c.\:!r,rrl itu.

Assessment dilakukan melalui beberapa

macam teknik. Dengan metodc yang cukup

mendalam dan luas, diharapkan dapat

memasiikan bahwa reliabilitas atas

pengukuran sejLrmlah s*i// nlaupun atribut

dapat diperoleh. Tcknik-teknik yang

dimak"uJl3r anLara air.roalan re-,,'zr.rv,"r,,

(wawancam), kuesioner dan simulasi

perilaku.

Pada Assessment Centels pegawai objek

yang menjadi bahan evaluasi adalah

performansi atau hasil keda yang

ditunjukkan oleh pegawai- Dengan adanya

.rsseJjm?r/ ini. dapat membanru pcgr...,

untuk mel;hal motivasi serta kemarnpuan

yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Jika

kemampuan dan moliva.i rer:ebul sesu.ri

dengan jabatannya, maka akan mendapat

reward yang ber.rpa intri$ic outcomcl

sepeni kepuaidn dal"m bekerja. kemudian

exlrinsic outcomes seperti promosi. hadiah-

hadrah dan penghargaan lainnla. Dua hal ini

merupakan tujuan-tujuan yang diperoleh

dalam bekerja yang secara keseluruhannya

menimbulkan kepuasan dan Dada akhimyii

;:\:1 Pada

!:liinantan

:1.r:5i dan

i*\:r oleh

Pembina

:::inpunyai

r.rgsngkat,

r. pegawai.

!ri adalah

telatihan

dimiliki,

:-i krilcria

ij:ian dan

j'huluhkan
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akan meningkatkan motivasi karyawan

(Cumming dan Schweb, l97l).

Konsentmsi a$e.$r7err lebih pada aspek

psikologis yang diisyaratkan oleh divis; yang

akan diassesrrnent. Hdl ini bisa dilihat dari

job requirement dimana hal ini sangat

penting sebab denganjbb requireme l dapat

diketahui dimensi.dimensi psikologis apa

yang harus dipenuhi ontuk memegang suatu

jabatan (Cascio, 1998).

Dimensi pol,ok dalam penilaian

psikologis yang dimakud, meliputi tiga hal,

yaitu aspek kognilif, afekif dao konatiL

Dimensi kognitif dari sebuah kemempuan

meliputi perolehan pengertian, pengetahuan,

infofinasi dan sebagainya untuk

melaksanakan tugasnya, Dimensi alektir

berkaitan dengan perolehan motivasi dan

keinginan untuk menggunakan pengetahuan

dan pengertian yang dimiliki seseorang.

Dimensi konatif ada hubungafln]a dengan

kete.a$pilan yang diperlukan datam

pelaksanaan tugasnya (Rao, 1986).

Setelah dimensi{imensi psikologi sudah

ditentukan, selanjutnya adalah menentukan

bagaimana cam dan alat yang digunakan

unlul mengunglap dimensiiimensi

tersebut. Beberapa cam yang dapat dilakukan

antam lain dengan diskusi, wawancar4 dan

tes psikologi. Sejumlah irsresror ataupun

obretu-el terlibat dalam proses assej-srzenr

te.sebut. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk

menamb3h dcmj:lL obje( ! ila. penilaian

serta penyimpangan (bias). Informasi darl

data{ata yang diperoleh diintegrasikar

'edemiLian rupa sehingSa di<usln sebagai

suatu hasil rekomendasi dan judgements dai
paogmm d$e.s.rrrer,r. Inlormasi tersebut

merupakan hasil observasi, tes, maupun

\ra\rancam )ang lerdi.i atd. indikdsi-indikasi

perilaku yang seca.a t€rsamaan perlu

diintegrasikan dalam suatu sesi dianlara

Sejumlah dimensi perilaku )ang

digunakan dalam assessment center

manajerial dikemrkakan oleh Berry dan

Houston (1993) pada tabel !. Tabel tersebut

menunjukkan bah*a manajemen assessment

a?r/?/s memperglnakan sembilan dimensi

umum dalam melakukan penilaian terhadap

perilaku setiap individu pegawai dalam

praktek berorganisasi. Para pegawai dinilai

kemampuan umumrya yang dipengamhi

oleh psikologis pegawai yang terkait dengan

kemampuan berorganisasi. sePeni

kererampilarnya dalam berkomunikasi.

memimpin. mengambil kepurusan. jiwa

inovasi dan fleksibilitasnya, dan lain-lain

sebagaimana lampal( pada tabel tersebut.

Tabel 1. Dine6i Umun Pei *u yang Diqtnakan dalam Assesstnent Centers ManaJertat

Dimensi II.aian
orgaiisasi dan perencanaan Kemampuan mhrk mengorganisasikan kerja dan

membuat perencaiaan, baik untuk diri sendiri maupun
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c untuk

-irilaian

rsi den

rasikan

--bagai
rir dafi

t.Lrebut

:3uFUn

i:'rdikasi

perlu

iian'.am

)3ng

::l dan

:elsebut

d:nensi

.e$2daP

dalam

idinilai

ngaruhi

: dengan

sep€rti

runikasi,

r- jiwa

lain-lain

t'ur.

:--:r4 : Birrt- Lilly M dan Jahn P Houstan, Psychol.)s| dt t o* 1993

:: :iriulnya, berikut tersaji pula bagan

-:: .:::i prosedur p€laksanaan Assessment

:::r-, s:bagaimana dikemukakan oleh

:..:-. ,ran Houston (1993). Agar dapat

: .::-:.ebagai arsss!-rrer1, ada beberapa hal

-:. r.;us dipcnuhi. Periam4 dimensi atau

. : -::::nsi Kompetensi menentukan

' .:-.-<s3n serta kegagalan langkahlangkah

assesellent. untuk dapat memberikan

gambaran bahwa kompetensi akan

memainkan peranan penting di dalam

assessnent, perlu dilakukan analisis jabatan

yang sistematik karena dari sini akan

menghasilkan kompetensi yang memiliki

kualitas baik

PEP€NCANAAN LANJUTAN
Nlenentuka dimensiperilaku yang akan didresr
\l€mi-Ifi / mengembangkd akivita :

r Pentingnya dimensi perilata
b. Akivila bagaimana yang dapd memurcllke dimensi ters€but
c HubuDgan antm p€kerj@ de aktivna,
d. Kemmpue ddi paE kandidar do drss$o/

\'lemilih dan melarih 6rerrd, t€n asuk didalanmya :

a Dimensiperilalq b. Prosedur atlivitd, c. Teknk obs.pasi,
d. Tehk evaluasi e. Teloik iarsnier,, I Menulis lapotu

itl
.-
lz.r

SLabzr: Berry, Lilly M dan John P Houston, Psychalasy at lyork. 1993

Iriln€nsi IIrai,n
,'i.!.]nlbilaJr \
i.I..Jmpilan

Kemamplan dar k-c,liapan untuk mengitmbil kepurusan.
Kecfckifan dalam mengekspresikan ide, baik meiatui
lisan maupun lulisan.
Kemampuan rmiuk nenerima ide ide dan mendorong
orane lain untuk daDat menvelesaikan tusas-

iol3r"rsi terhadaD stres Kemanpu.n be\e ;a cf(kI]f dr ba\an l(Landn.
Kemampurn untul lre.]odit*]sia.a} dan ruiu, .

iriiiatif Kesediaan unruk memu ri aki!rlas keria-
\..arivitirs Kemampuan untuk mengembangkan alur / cerjta dan

imaiinasi sebaqai solusi rerhadaD suatu Droblem-
iko Keinqinan / kemampuai memDerhitunskan resiko.

Cajnbat l. Prosedur Pelak:iandm Assesshent

PERENCANA.AN AWAL
I . Menentukan tujuan dan penggun@ arsessze,,
2- Menentukd jabate yag akan dilibalkm

ADMINISTRASI
i. Mengatur tempat
2- Nalily pelicipoit

RE?ORT/ FOLI,OI' IJP
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Setelah melalui usaha-usaha Yang

mendetail Lrntuk menlusun suatu kom_

petensi, maka langkah selanjLltnya adalah

menenfukan keberhasilan suatu aj.lessme"

dengan mengul:ur kompetensi yang sudah

distandarisasi tersebut. Dalam talap ini yang

pating kritis adalah menenlukan metode_

metode a$e.$mell Yang tePat arau

mengkombinasikannya dengan metode-

metode yang ada. Ketepatan memilih metode

merupakan suatu usahe untuk memperoleh

hasil yang akurat, sehingga mamPu

menghasilkan suatu keputusan yang

memadai.

Teknik ini bisa berupa latihan (eirelc/se)

yang dide$in unll.k menlajikan inlormasi

mengenai apakah peserta memi- liki

dimensi{imensi yang disr?mtkan oleh suatu

jabatan. Teknik yang dapat diguna- kan

Antara lain inleraie\!, tes, kuesioner, maupun

simulasi. Dalam asjesrme,l harus ada

simulasi-simulasi seperti itu untuk

memberikan kesempatan kepada assessor

untuk mengamati perilaku kandidat yang

berkaitan dengan dimensi{imensi suatu

pekerjaan yan g dinilai.

Slaat yang lain adalah adanya tim

peailai yang akan mengamati dan menilai

peserta Penilai harus melalui pelatihan

terlebih dahulu. Jumlah arse.uor harus lebih

dari safu omng untuk memperkecil bias dan

subyekivitas. lssessor bisa ber- asal dari

dalam organisasi maupun dari luar'

Ketebihan penggunaan drrerso/ omng dalam

adaiah pada efisiensi biaya, apalagi kalau

jumlah kandidat cukup banyak namun

kelemahannya adalah Pada masalah

obyekrir itas. krren" muneNin saja

pengiunaltln penilai terha,lap r'irerja *hari-

hari dari kandidat tersebut akan banyak

mempengaruhi penilaiannya. Penggunaan

jasa konsultan akan lebih rnendekati

obyekivitas.

Tahap berikutnya adalah pengumPulan

dan pelaporan data. ,,lsj€s"-ol harus

menggunakan sebuah Prosedur Yang

sistematis untuk mengamali dan mencatat

perilaku yans spesifik yang dilakukan

peserta di setiap latihan. Prosedur-prosedur

sistematis antara lain dengen mengguna- kan

hehavioral checHist. Setelah mengum-

pulkan dat4 ada dua pmses analisis data

yang harus dilakukan oleh a-ssessor vaitu

^aalisis 
dala dan dala integration-

Selain sebagai alat seleksi dan

penempaBn karyawan. a.rserrzrerr juga

dipatai unruk Pengembangan. Pemberian

training harus didasarkan pada analisis

kebutuhan fairiag. Salah satu cam untuk

menenfukannya adalah dengan assessmenl.

Hasil arserfilel,/ adalah suatu diagnosa yang

jelas mengenai st:,enEth and fuvelopment

a/ea yang berbeda-beda dari setiap orang.

Dengan demikian, foirlrg dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan setiap omng, yaitu

mengembangkan area-area keahlian yang

masih kurang.
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r
taiau

?salah

,qja

seieri -

r3n)'ak

:lnaan

:iekati

:,!ulan

!i3rus

) 3ng

ancatat

3iukan

rassdur

E: kan

e:1gum-

;:s data

r \aitu

.i dan

( juga

nt'erian

3nalisis

e unluk

]:a ) ang

P orang,

untuk

g" -raitu

:.1 yang

i:.:gunaan yang lain adalah unruk

-(ng:dcnr'fikd'ik.rn lorrocten.i

' . , - idhan dengar po.i- sr ku.ci

: -::u dan organisasi menggu- nakan

_':-_:r:si ini untuk mercncanakan

r: ::.1:3n3an dan Promosi.

l.l:nurur./ Mangkuprarvira (2009),

. . ,-.:nt Centers memang mahal dan

-.-....: nemakan xaktu. Boleh jadi tidak

r .:'.::iididat keluar dari peke{aan mereka,

r:r .raqanisasi harus membayar unfuk

:.i .Y:_r'Jndn dan penginapan. Se'ain iru

, - ::. ,i .ering direkl-ur dari man:jer

.:_ -.i lain yang dirancang untuk

.::t :,..nt Centers untuk jangka pendck.

r--. r3jer ini sering dilengkapi oleh para

:: i: r- dan profesional SDM yang

-: :,-<nakan penilaian dan juga membuat

..: -:ii. Bebempa kitik muncul apakah

:-. =:,-r rang digunakan objekifdan terkait

::_.": p-:kerjaar, khususnya karena penilai

-:-:: renpengaruhi sub- yektivitas opini

::::.. telah memiliki manfaat luas. dan

: --. :ereliti mendapat- kan cara-cam untuk

a :rashkan proses.

\3nun bagaimanapun, program

:r . ruen, yang didasarkan pada pende-

.,:-: multipel oerupakan suatu metode

a..j::El lang bisa diterapkan pada berba-

:j ::cam orgaDisasi, dengan kemanfaat-

._-..:::tam lain :

l) Rckmtmen den pro osi. beik kandidat

yang diperoleh dari sumber intemal

meupun ekstemal, prosesnya dapat di-

lakukan melalui metode ar.re.r.rn rn1

sehingga diperoleh calon yang benar-

benar sesuai dan tepat dengan kebu- tuhan

organisasi.

2) Early identiJication of potential. bebe-

rapa aspek undetlying .fdctar yang

dimiliki seseorang. bagi organisasi akan

.angar membrluhkBn untuL 'ege-a b:.a

mengamatiny4 seh;ngga bakat atau

polen:r )ang dimiliki .e,eorarg bis:

dianti,ipa.i dd1 Jioptin'elkar 'el-ih d:r i.

3) Mendiagnosa kebutuhan rrairlrg dan

pengembangan, dsjes.rmerf juga mem-

berikan kesempaian bagi seseorang un-

tuk bisa diidentifikasikan akan kebu-

tuhdn oelatihan dan f\engembJngan bagi

dirinya.

4) Perencanaan organisasional, assess- ment

juga bisa dimanlaatkan untuk melakukan

p.oses identifikas/ diagnosa tentang

aspek-asp€k apakah yang ada di dalam

organisasi yang memang perlu

dikembangkan, sehingga secara spesifik

mampu melakukan suatu progmm

pengembangan yang benar-benar

dibutuhkan bagi organisasi.

Mangkuprawira (2009) juga me-

nyatakan bahwa hasil Assessment Cenlers

membanru untuk pengembangan manaje-

men dan kepuru(2n penerrp.rtrn pega*ai.

Dari penilaian gabungan, sebuah laporan
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disiapkan untuk setiaP peserta- lnformasi ini

masuk ke sistcm lnfonnasi SDM untuk

membantu perencanaan SDM dan kepurus-

an-k€putusan lain- Yang menarilq beberapa

riset menunjukkan hasiT Assesstfient Centers

memiliki prediksi yang aku'at tentang

kinerja pekerjaan.

Vr.ljdq-o Perms'alahan mengenai

kebutuhan pendanaan yang besar dan waktu

yang panjang dalam pelaksanaan progam

tersebut. maka untuk mengatasinya bebempa

organisasi menggunakan cam pengiriman

daflar evaluasi melalui surat pos Namun'

caru ini pun sering tidak efektif karena

lonnulir yang kembali jumlahnya sangat

rendah- Jadi ca.a yeng efektil adalah dengan

pemusatao mereka yang akan dinilai di suatu

tempat khusus. walaopun tentu saja akao

berbiaYa mahal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian

kualitatif, vang lebih menekankan pada

pengungkapan makna dan proses yang lata'

belakang alaminya (natural setling)

digunakan scbagai sumber data langsung dan

peneliti sendiri sebagai instrumen kunci'

sering pula disebut sebagai penelitian studi

Sumber data primer dalam p€nelitian ini

adaiah informan yang dipilih secara

pzrlpoiive atau bertujuan, yang meliputi para

pejabat .lrul'tural pada BKD Provin(i

Kalimantan Timur. Semenlara sumber data

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen

yang siiatnya meleng_ kapidata utama'

Metode PengumPulan data Yang

dipergunakan penulis antara lain melalui

peneiitian k€pustakun dan penelitian la-

pangan yang terdiri atas penggunaan teknik

observasi dan wawancaftt dengan

menggunakan dafla. pertanyaan Penelitian

ini dilalukan .el:ma dua bulan pada Februari

hingga Maret 2013.

PEMBAIIASAN

Implementasi Assessmefil Cenlers di

Kalimantan Timur

Pemerintah hovinsi Kalimantan Timut

hingga saat ini sedang mengupa- yakan

rerwujudnya penempx r stralegi re[ormasi

penemPatan pegawai berdasarkan metode

Assessme t Cenlers. Dengan peluang yang

cukup bagus karena Assessment Centers

menian:ikan the right an in the right place'

maka dihampkan good goremance akan bisz

ter*ujud, maka persiapan pelaksanaan

Assessrnent Cenlers telah diaaggarkan sejak

tahun 2008.

Terkait dengan penlusunan standar

kompetensi bagi pejabat eselon Il, lll dan I\

yang dipergunakan dalam ar.tesrme", BKI

Provinsi Kaltim telah b€kerjasama dengar

BKD Jawa Bamt. Kemudian terkait dengar

penetapao a$essor, fasilita- tor dar

pen)ru(unan modut. Pemerintah kovin:

Kalimantan Timur juga telah bekerjasafl

dengan BKN. Sarana dan pmsarana suda
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:':::r-,-. lapi geduns masih dalam uhap

.::rk Kalimantan TimLrr. scjumlah

. : _ ::ndukung bagi pcnerapan lsse.rs,

. ..'... dalam penemplrJn pegalvdi

- : : -:r raktor penyiapan anggaran atau

::. -: , :ik pelaksanaan keg;atan. penyiapan

" ::: . .crllqa .r\','.\.\4-. 5rIaltJ OdtI/'
i.:_:-: pendukungnya. serta dukungan

' r 'rdt, Jtzu P(j3o"t ,,c .rbind

' ::.:::.1:i3n. Namun laktor yang paling

.: r :Jalah pendanaan. Komitmen

diper luqdn Lnruk me)akin-

- . r.: pengambil kebijakan rentang

'.- -..: ::l.ksi intemal yang.rdi sehingga

:: , \\ merasa telah diperlakukan sccara

.:
'..-!n demikian, prospek penempan

- -:..: *.t:i (enters di Kalimantan TL ur

-. - :::iambat oleh masih lerbatasnya

. .i'. _. in o<ln inforrna.i meneenri

:._ .:.!i maupun teknis pelaksanaan

- : .ra.ri sebagai dasar penempatan

.:. -:: nasih kuatnya keinginan mem-

:: -:i:--it:r metode seleksi tradisional,

-: : :, :r idrror yang masih perlu ditam-

::_ :: -:1: \Ualitasnya.

:: i::i meraianya kes;apan dan mirr&€/

:- :_ -:r daemh dan jajamnnya akan
_: : r-ii dan obyekivitas dari

, -,r: ( eiters sebagai .trategi refor-
_:: :"]:.irpatan pegawai di Kalimantan

- -: a.iqan masih cenderung berkiblat

:r: -:: :. seleki tradisional yang mem-

berikan peluang prakek-p.akiek k€tidak

,rhatarr' pcn:t.rar p(;d^l \.r9 ... ,.r'

dengan tuntutan masyarakat dan kebunrh, r,,

daerah, menjadikan Assessment Cenpr.\

masih menjadi wacana yang hingga kini

masih belum dapat diterapkan sebagaimana

beberapa daerah di luar Kalimantan Ttmur.

Persiapan pelaksanaan aisertmer/ pun maslli

perlu dilasilitasi dan diakomo- dir denga.,

lebih baik.

Pandangan /lgid mengenai pertahanan

pengaplikasian metode tmdisional dalam

penempatan pegawai tentunya perlu diberi

'suntikan' pandangan yang lebih modem dan

rasional. Sehingga densan kata lain, apabila

metode tradisional masih dipergunakan dan

cenderung menolak metode baru )ang Iebih

rasiooal dan obyekif. maka unsur politis

masih kuat dalam mempenearuhi

penempatan PNS selama ini.

Apabila pun Assessment Centers akair

dipergunakan sebagai dasar penentran

kriteria penemparan pega*ai. pimpinan

organisasi perlu berkomitmen terhadap

melode tersebut. Dalam arti hasil asse.rly-

ment yang telah dilakukan, yang berupa

diagnosa yang jelas mengenai strength and

dewlopmenl area yang berbeda beda daai

setiap pegawai yang dinilai, harus benar-

benar dipergunakan sebagai acuan penem-

patan pegawai. Karena apabila tidak, naka

proses arre.rsmerl yang teleh dilakukan akan

menjadr sesJatu yang siJ-.ia dan rujurn

relormasi penataan pegawai Kalimaniarl
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Timur Pun hanYa akan menjadi

KT]S INIP TiI,AN

Paparan menSenai strategi refonnaii

clasar penempatan pegawai dalam mngka

memenuhi tuntutan lingkungan atas

penielen3uoraan rrraJemen P\S yang Iebih

.lemo\ELi. dJn' 'earah Jengan pnn:'p_

prinsip .qoo.1 go\)emance' untuk kondisi di

Kaiimantan Timur tampaknya mlsih

menemui hambatan Fallor peng- hambat

yang mempengaruhi prosPek Penggunaan

Assessrne t Cenlers sebagai dasar

penempaian pegaNai yang dimaksud tersebul

anlam lair masih lerbatasnya pengetahuan

dan informasi mengenai pentingnya maupun

teknis pelaksanaan @st€ssme" sebagai da_sar

penempatao Pegawai, masih kuatnya

keinginan m empertahanlan metode seleksi

trad;sional, kuantilas ajsersor )ang masih

perlu ditambah b€serta kualitasnya'

Padahal sesungguhnya telah crdapat

komitmen pimpinan lemias dalam hal ini

Cubemur selalu Pejabat Pemhina

Kepegawaian Daerah, ketemediaan dara atau

anggamn. berjalannla proses penyediaan

SDM atau tim drserror untuk pelaksanaan

.rs.sesjmenl besefta sadna dan p'asamnanya'

Sejumlah penghambat penerapan r4rresrze'l

Cprr?rs .eba8ai (lrategi dasar rePotiioninq

pegawai perlu ditanggulangi' terutama yang

terkait dengan pandangan rigil akan

pertahanan pengaplikasian metode

mimpi iredisional dalam penempetan pegawat yang

tentunya perlu dibenahi den-ean pembenan

'suntikan- rrirdisr yang lebih modem dan

rllsional. Agar ursur-unsur politis daLam

nanajemen kep€tsdwalan daerah tidak lac;

mampu berpengaruh banyak.

mengesampingkan pentingnya aspek

obyektivitas dan rasionalites dalan'

penyeLenggaman administrasi kenegaman'
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